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I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi PPID Kota Bontang 

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan 

dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban 

badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik 

secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. 

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan 

informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi 

UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi. Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Bontang telah 

menerbitkan Peraturan Walikota Bontang No.53 Tahun 2014 tentang Standar 

Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.  

Inspektorat Daerah Kota Bontang selaku PPID Pembantu telah membentuk 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tertuang dalam bentuk 

Surat Keputusan Inspektur Nomor 04 Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan 

sebagai berikut : 

 

 

Gambar 1.Struktur Organissi PPID Pembantu Inspektorat Daerah Kota Bontang 
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Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan 

pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya 

dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk mewujudkan 

pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi      

dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID. 

Tugas utama PPID Pembantu 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 

2017 pasal 14, tugas utama PPID Pembantu adalah: 

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan 

kewenangannya 

2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan 

paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau  sesuai kebutuhan. 

3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya 

4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi 

pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan 

prinsip-prinsip pelayanan prima. 

5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup 

komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi 

publik; dan 

6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi 

dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

Informasi dan Dokumentasi Publik 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah wajib menyediakan, memberikan 

dan/atau menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawah 

kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah berhak menolak memberikan 

informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan seperti: 

1. Informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara; 

2. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan  kepentingan perlindungan usaha 

dari persaingan usaha tidak sehat; 

3. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; 

4. Informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau 

5. Informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Pelaksanaan Pelayanan Infomasi Publik 

Untuk mendukung kelancaran dalam pelayanan informasi publik, PPID 

Pembantu Inspektorat Daerah Kota Bontang menyediakan sarana dan 

prasaran pendukung layanan informasi seperti : 

 

a. Front Desk Layanan nformasi 

Untuk memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang 

datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu 

Inspektorat Daerah Kota Bontang menyediakan Front Desk Layanan 

Informasi. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia sebagai berikut : 

NO. URAIAN JUMLAH SATUAN 

1 Meja 1  Set 

2 Kursi Petugas 1 Unit 

3 

Komputer yang terhubung dengan 

internet 
1 Unit 

4 Smart TV 1 Unit 

5 Kursi Tamu 2 Unit 

6 Maklumat Layanan 1 Unit 

7 Buku Register 1 Buah 

8 Form Transaksi Layanan Informasi 3 Berkas 

 

 

 

 



b. Penyediaan Informasi Publik yang wajib diumumkan 

 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu 

menyediakan nformasi publik yang terdiri dari Informasi yang tersedia setiap 

saat, Informasi Berkala, Informasi Serta Merta dan Informasi yang 

dikecualikan melalui aplikasi media online yaitu aplikasi e-arsip (http://e-

arsip.bontangkota.go.id/) dan website  (http://inspektorat.bontangkota.go.id). 

 SCREENSHOT PUBLIKASI DI E ARSIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCREENSHOT PUBLIKASI DI WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

http://e-arsip.bontangkota.go.id/
http://e-arsip.bontangkota.go.id/
http://inspektorat.bontangkota.go.id/


 SCREENSHOT PUBLIKASI DI WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Sumber Daya Manusia 

Pelayanan Informasi Publik PPID Pembantu Inspekorat Daerah Kota 

berdasarkan SK PPID Pembantu Inspektorat Nomor 04 Tahun 2022 sebagai 

berikut : 

PPID : Inspektur 

PPID PEMBANTU : Sekretaris 

Bidang Pelayanan Informasi 

dan Dokumentasi 

: 1.) Kasubag. Umum 

 2.) Andansari Kusumadewi, SH 

 3.) Singgih Tri Romdhoni, A.Md 

 4.) Dasrudi  

 
Bidang Pengelolaan Informasi 

dan Dokumentasi 

 1.)  

2.) 

3.) 

4.) 

Perencana Ahli Muda 

Nurhasanah, A.Md 

Seno Radipto, ST 

Fery Hakim Burhanuddin, A.Md.Ak 

Bidang Fasilitasi Sengketa 
Informasi  

: 1.) 

2.) 

3.) 

4.) 

Inspektur Pembantu Wilayah I 

Syahrial Trianda, SE, MSA 

Dwi Purnomo, B, SE 

Hirmawati, SE 

d. Media Sosial 

Dalam menyebarluaskan informasi kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah 

Kota Bontang juga didukung dengan penggunaan media sosial antara lain  

Fcebook (InspektoratBontang) dan Instagram (inspektoratkotabontang). 

 
 

e. Anggaran Pelayanan Informasi 

 Seluruh anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola 

Informasi Daerah Pembantu di lingkungan Inspektorat Daerah dibebankan 

pada APBD Kota Bontang. 

 

 



III. Operasional Pelayanan Informasi Publik 

a.  Pelayanan Informasi Publik 

 Senin – Kamis  : 08.00 – 15.00 WITA 

 Istirahat   : 12.00 – 13.00 WITA 

 Jumat   : 08.00 – 11.00 WITA 

b. Jumlah Permohonan Informasi Publik 

Pelayanan Informasi Publik pada tahun 2022 tidak ada Permohonan Informasi 

Publik ke Inspektorat Daerah Kota Bontang, dengan rincian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sengketa Informasi 

Pada Tahun 2022 tidak ada Pengajuan Sengketa Informasi Publik di Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Inspektorat Daerah Kota 

Bontang. 

 

 

 

BULAN 
PERMINTAAN 

INFORMASI 

JENIS INFORMASI 

TINDAKL
ANJUT 

BERKALA 
SERTA 
MERTA 

SETIAP 
SAAT 

DIKECUALIKAN 

INFORMASI YANG 
DIPEROLEH 
BERDASAR 

PERMINTAAN 

JANUARI Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 

FEBRUARI Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 

MARET Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 

APRIL Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 

MEI Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 

JUNI Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 

JULI Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 

AGUSTUS Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 

SEPTEMBER Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 

OKTOBER Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 

NOVEMBER Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 

DESEMBER Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 



IV. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Inspektorat 

Kota Bontang adalah Tidak ada Sumber Daya Manusia yang secara khusus 

mengelola PPID Pembantu sehingga yang terlibat dalam pengelolaan PPID 

Pembantu memiiki rangkap jabatan sehingga mengakibatkan kinerja pelayanan 

infomasi publik di PPID Pembantu kurang maksmal. 

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan 

Diharapkan agar Pimpinan dapat menempatkan pegawai yang khusus menangani 

pengelolaan administrasi PPID Pembantu di lingkungan Inspektorat Daerah Kota 

Bontang sehingga kinerjanya lebih maksimal dan meningkatkan mutu pelayanan 

informasi publik. 

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi 

terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu 

Inspektorat Daerah Kota Bontang. 

 

       Bontang,      Januari 2023 

 PPID Pembantu 

 Inspektorat Daerah, 
 

 

 

Junaidi, SE, MM 

NIP. 196504241987031017 

 

 

 


